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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

1. Ruang Lingkup dan Tujuan

1.1

1.2

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini adalah berlaku untuk personel yang
terkait dengan komitmen anti penyuapan yang ada di lingkungan Balai Wilayah Sungai
Sulawesi III Palu.

Standar Operasional Prosedur ini disusun agar Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.,

memiliki prosedur komitmen anti penyuapan di lingkungan Balai Wilayah Sungai
Sulawesi III Palu.

2. Ringkasan

21

2.2

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu telah merencanakan, menerapkan dan meninjau
dan mengendalikan proses serta menerapkan tindakan pengendalian risiko untuk
memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu menetukan kriteria proses, dan menerapkan
pengendalian proses sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam proses tersebut.
Proses - proses dan kriteria yang diterapkan dalam sistem manajemen anti penyuapan
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu adalah: uji kelayakan, pengendalian keuangan,
pengendalian non keuangan, penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan
oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dan Mitra Kerja, komitmen anti penyuapan,
pengendalian gratifikasi, pengelolaan ketidakcukupan pengendalian penyuapan,
peningkatan kepedulian dengan wishtleblowing system, investigasi dan penanganan
penyuapan.

3. Istilah dan Definisi

3.1.

3.2.

Komitmen adalah pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal
dalam jangka waktu yang lama.
Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen
melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
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DAFTAR LAMPIRAN

1. Pakta integritas pegawai BWS Sulawesi III Palu
2. Pakta integritas penyedia eksternal
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